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ABSTRACT  
This study examines the inhibiting factors in the implementation of land acquisition for the 
construction of the Bolango Ulu Dam in Bone Bolango Regency, focusing on both juridical 
and sociological dimensions. Using an empirical legal research method with statutory and 
case approaches, data were collected through field observations, interviews, and document 
analysis. The findings reveal three major obstacles: incomplete land ownership documents, 
the existence of overlapping (double) land certificates that create legal uncertainty, and 
community resistance to the compensation value determined by independent appraisers. 
These problems delay the preparation of the nominative list, compensation negotiations, and 
the release of land rights, thereby directly affecting the progress of the dam project. The study 
highlights that effective land acquisition requires not only procedural compliance but also 
strong land tenure certainty and substantively fair compensation for affected communities. 
Keywords: Land Acquisition; Dam Project; Double Certificates; Compensation; Legal 
Certainty 

 
ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone 
Bolango dengan fokus pada aspek yuridis dan sosiologis. Metode yang digunakan 
adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan kasus melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah menghadapi tiga hambatan 
utama, yaitu ketidaklengkapan berkas kepemilikan oleh masyarakat, adanya 
sertifikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum, serta penolakan 
masyarakat terhadap besaran nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai 
independen. Ketiga faktor tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam 
penyusunan daftar nominatif, musyawarah ganti kerugian, dan pelepasan hak atas 
tanah, sehingga berdampak langsung pada kelancaran pembangunan bendungan. 
Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya 
ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kepastian hukum 
pertanahan dan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak. 
Kata Kunci: Pengadaan Tanah; Bendungan; Sertifikat Ganda; Ganti Kerugian; 
Kepastian Hukum 
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PENDAHULUAN  
Tanah merupakan salah satu sumber daya paling fundamental dalam 

kehidupan manusia karena menjadi basis utama bagi pemukiman, kegiatan 
ekonomi, identitas sosial, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat (Hilmy, 2020). 
Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tanah memiliki arti yang jauh 
melampaui nilai ekonominya, karena tanah juga mengandung dimensi sosial, 
kultural, bahkan spiritual. Namun, meningkatnya intensitas pembangunan 
nasional, khususnya pembangunan infrastruktur, telah menimbulkan tekanan yang 
semakin besar terhadap ketersediaan lahan. Ketimpangan antara keterbatasan 
tanah dan meningkatnya kebutuhan pembangunan menciptakan potensi konflik 
yang tidak terhindarkan, terutama ketika kepentingan publik berbenturan dengan 
hak-hak individual masyarakat atas tanah (Maulana & Hutagalung, 2025). 

Secara konstitusional, penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam 
ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat (Ahmad et al., 2020, 2020; A. Ahmad et al., 2023, 2024; 
A. Ahmad, 2025; A. Ahmad & Nggilu, 2023; Gobel et al., 2025). Prinsip ini 
dioperasionalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), khususnya melalui konsep fungsi sosial hak atas tanah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Artinya, setiap hak atas tanah, termasuk hak 
milik, tidak dapat dipahami sebagai hak yang absolut dan bebas dari intervensi 
negara apabila berhadapan dengan kepentingan umum. Negara memiliki legitimasi 
hukum untuk melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan, sepanjang tindakan 
tersebut dijalankan berdasarkan hukum dan disertai perlindungan yang memadai 
terhadap pemegang hak (Sari, 2017). 

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selanjutnya 
diatur secara lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Undang-
undang ini menempatkan pengadaan tanah sebagai instrumen hukum untuk 
menjamin tersedianya tanah bagi proyek-proyek pembangunan yang ditujukan 
bagi kepentingan publik, seperti infrastruktur transportasi, sumber daya air, energi, 
dan fasilitas sosial. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip fundamental seperti 
kemanusiaan, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, partisipasi, musyawarah, 
dan kesejahteraan (Kumara et al., 2021). Secara normatif, undang-undang ini 
dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan negara untuk membangun 
dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak masyarakat yang tanahnya 
digunakan bagi pembangunan. 

Namun demikian, dalam praktik, pengadaan tanah seringkali menjadi salah 
satu aspek paling problematik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 
Persoalan utama yang kerap muncul adalah ketidaksepakatan mengenai nilai ganti 
rugi, sengketa status kepemilikan tanah, serta kekhawatiran masyarakat atas 
hilangnya tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Tanah bagi banyak warga, 
terutama masyarakat pedesaan, bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga sarana 
utama untuk bertahan hidup (M. N. S. Ahmad et al., n.d.; Ismail, Arsyad, et al., 2024; 
Ismail et al., 2023; Ismail, Puluhulawa, et al., 2024). Oleh karena itu, pelepasan tanah 
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tanpa jaminan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi yang layak berpotensi 
menciptakan ketidakadilan struktural dan konflik sosial berkepanjangan. 

Situasi ini semakin kompleks dalam era percepatan pembangunan nasional 
melalui kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dirancang untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan percepatan proyek sering kali 
diikuti oleh simplifikasi prosedur pengadaan tanah dan penekanan pada target 
waktu penyelesaian, yang pada praktiknya dapat mengurangi ruang partisipasi 
masyarakat dan memperlemah posisi tawar pemegang hak atas tanah. Berbagai 
studi dan laporan menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur berskala besar 
kerap berkorelasi dengan meningkatnya konflik agraria, terutama ketika 
mekanisme pengadaan tanah tidak dijalankan secara transparan dan partisipatif 
(Kusumawati, 2023). 

Dalam konteks inilah pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten 
Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi relevan untuk dikaji. Bendungan ini 
merupakan bagian dari PSN yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan air, 
menyediakan irigasi pertanian, serta mengendalikan banjir di wilayah Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Bolango. Secara teknis dan ekonomis, proyek ini memiliki nilai 
strategis yang tinggi bagi pembangunan daerah dan nasional. Namun, realisasi 
proyek tersebut bergantung secara langsung pada keberhasilan proses pengadaan 
dan pembebasan tanah di wilayah yang terdampak, yang melibatkan ribuan bidang 
tanah dan ratusan keluarga (Mokodongan et al., 2025). 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembebasan tanah untuk 
pembangunan Bendungan Bolango Ulu menghadapi berbagai hambatan. Sengketa 
kepemilikan antarwarga, ketidakjelasan status yuridis tanah, perbedaan persepsi 
mengenai nilai ganti rugi, serta kekhawatiran masyarakat akan hilangnya mata 
pencaharian sebagai petani merupakan persoalan-persoalan yang nyata. Sebagian 
masyarakat yang terdampak menolak atau menunda pelepasan tanah karena 
merasa bahwa ganti rugi yang ditawarkan tidak mencerminkan nilai ekonomi, 
sosial, dan kultural tanah yang mereka miliki. Kondisi ini menyebabkan proses 
pembangunan mengalami keterlambatan dan memunculkan ketegangan antara 
masyarakat dan pemerintah (Ndeo et al., 2025). 

Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara 
kerangka normatif pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan realitas implementasinya di tingkat lokal. Meskipun 
hukum menjanjikan ganti rugi yang adil dan layak serta proses musyawarah yang 
bermakna, praktik di lapangan sering kali masih didominasi oleh pendekatan 
administratif dan target percepatan proyek. Akibatnya, pengadaan tanah 
berpotensi tidak hanya gagal mencapai keadilan substantif, tetapi juga dapat 
melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. 

Oleh karena itu, kajian mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan 
pembebasan tanah dalam pembangunan Bendungan Bolango Ulu menjadi penting, 
tidak hanya untuk memahami problematika lokal, tetapi juga untuk memberikan 
kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan hukum pengadaan tanah 
di Indonesia. Analisis terhadap hambatan yuridis, administratif, dan sosial dalam 
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proyek ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan 
praktik pengadaan tanah yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan dalam 
mendukung pembangunan nasional. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 
pendekatan yuridis-sosiologis (Fajar & Achmad, 2010; Ishaq, 2017), yang bertujuan 
untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum pengadaan tanah dan 
praktik pelaksanaannya dalam pembangunan Bendungan Bolango Ulu di 
Kabupaten Bone Bolango. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap 
peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan putusan pengadilan yang relevan, 
serta data lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti 
aparat pemerintah, tim pengadaan tanah, dan masyarakat terdampak. Data yang 
terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis deskriptif-analitis 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses pembebasan tanah, 
baik yang bersifat yuridis, administratif, maupun sosial, sehingga dapat diperoleh 
gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah 
bagi pembangunan bendungan tersebut. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembebasan Tanah dalam Pembangunan 
Bendungan Bolango Ulu  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk 
pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango menghadapi 
berbagai hambatan struktural, administratif, dan sosial. Hambatan tersebut tidak 
hanya memperlambat proses pembebasan tanah, tetapi juga menciptakan 
ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik agraria. Berdasarkan 
wawancara dengan panitia pelaksana pengadaan tanah dan masyarakat 
terdampak, terdapat tiga faktor utama yang paling dominan, yaitu 
ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, adanya sertifikat ganda, dan penolakan 
masyarakat terhadap besaran nilai ganti kerugian. 

Temuan ini sejalan dengan teori hukum pertanahan yang menyatakan 
bahwa keberhasilan pengadaan tanah sangat bergantung pada kejelasan subjek, 
objek, dan nilai penggantian hak (Sanjaya & Rahmatiar, 2025). Tanpa ketiga unsur 
tersebut, pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan secara sah dan efektif. 

 
Ketidaklengkapan Dokumen Kepemilikan Tanah 

Secara normatif, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 
Nomor 19 Tahun 2021 mewajibkan setiap pihak yang berhak untuk membuktikan 
kepemilikannya melalui dokumen yang sah sebagai prasyarat pemberian ganti 
kerugian. Ketentuan ini bertujuan menjamin transparansi, kepastian hukum, dan 
mencegah sengketa di kemudian hari (Rahmawati et al., 2025). 

Namun, dalam pengadaan tanah Bendungan Bolango Ulu, penelitian 
menemukan bahwa terdapat 163 subjek yang belum melengkapi dokumen 
administrasi, sehingga menghambat proses verifikasi dan pembayaran ganti 
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kerugian. Menurut Sekretaris Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, Muhammad 
Guntur: 

“Berkas-berkas tambahan yang dikeluarkan oleh desa banyak yang tidak diurus oleh 
masyarakat, seperti surat penguasaan fisik tanaman, bangunan, riwayat penguasaan 
tanah, dan surat keterangan tidak bersengketa. Ini menghambat proses verifikasi dan 
validasi kepemilikan tanah” (M. Guntur, personal communication, 2025). 
Ketiadaan alas hak yang memadai menyebabkan panitia kesulitan 

menentukan subjek dan objek pengadaan tanah. Hal ini juga dikonfirmasi oleh 
anggota panitia, Pratu, yang menyatakan bahwa hingga saat ini masih terdapat 163 
subjek tanaman yang belum melengkapi berkas meskipun telah dilakukan 
penyuratan ke desa(Pratu, personal communication, 2025). 

Dari sisi masyarakat, keterlambatan ini dipengaruhi oleh rendahnya 
pemahaman hukum dan kompleksitas administrasi pertanahan. Seorang warga 
Desa Owata, Salmi Hasan, menjelaskan: 

“Kami tidak tahu kalau harus melengkapi surat waris dan surat keterangan tanah 
dari desa. Beberapa berkas juga sudah hilang karena lama, jadi harus diurus ulang” 
(S. Hasan, personal communication, 2025). 
Temuan ini menegaskan bahwa ketidaklengkapan dokumen bukan semata 

kelalaian masyarakat, tetapi juga mencerminkan lemahnya literasi hukum dan 
akses terhadap layanan administrasi pertanahan, sebagaimana dikemukakan oleh 
Sumardjono (2001) bahwa hambatan administratif merupakan penyebab utama 
konflik dalam pengadaan tanah. 

 
Sertifikat Ganda sebagai Hambatan Yuridis 

Masalah lain yang paling serius dalam pengadaan tanah Bendungan Bolango 
Ulu adalah ditemukannya sertifikat ganda pada beberapa bidang tanah. Sertifikat 
ganda terjadi ketika dua atau lebih sertifikat diterbitkan atas bidang tanah yang 
sama, baik karena kesalahan administrasi maupun lemahnya sistem pendaftaran 
tanah (Salim, 2019). 

Keberadaan sertifikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai 
siapa pihak yang sah sebagai pemegang hak. Muhammad Guntur menjelaskan: 

“Kami menemukan beberapa bidang tanah yang memiliki dua sertifikat atas nama 
orang yang berbeda. Ini membuat kami tidak bisa menyusun daftar nominatif dan 
tidak bisa melaksanakan musyawarah ganti rugi” (M. Guntur, personal 
communication, 2025). 
Keberadaan sertifikat ganda sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad 

Guntur menunjukkan bahwa hambatan utama pengadaan tanah Bendungan 
Bolango Ulu terletak pada ketidakpastian hukum subjek dan objek hak atas tanah. 
Ketika satu bidang tanah memiliki dua sertifikat atas nama pihak yang berbeda, 
panitia tidak dapat menyusun daftar nominatif maupun melaksanakan 
musyawarah ganti rugi, karena tidak jelas siapa pihak yang berhak menerima 
kompensasi. Situasi ini memaksa panitia menempuh jalur putusan pengadilan atau 
konsinyasi, yang pada praktiknya memperlambat seluruh proses pengadaan tanah. 
Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem administrasi pertanahan, karena 
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sertifikat yang seharusnya menjamin kepastian hukum justru menjadi sumber 
sengketa dan penghambat pembangunan. 

Akibatnya, seluruh tahapan pengadaan tanah, termasuk penilaian ganti rugi 
dan musyawarah, harus ditunda. Padahal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 secara tegas mensyaratkan kejelasan subjek dan objek sebelum 
pelepasan hak dapat dilakukan. 

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, panitia melakukan verifikasi 
berlapis, sebagaimana dijelaskan Guntur: 

“Kami memeriksa warkah, riwayat tanah, dan batas bidang. Jika tidak ada 
kesepakatan, kami menunggu putusan pengadilan atau menggunakan konsinyasi” 
(M. Guntur, personal communication, 2025). 
Pernyataan ini mencerminkan bahwa pendekatan pemerintah dalam 

pengadaan tanah untuk Bendungan Bolango Ulu lebih dominan bersifat legal-
administratif dan prosedural, bukan sosial-dialogis. Fokus utama aparatur adalah 
pada validasi dokumen (warkah, riwayat tanah, dan batas bidang), yang 
menunjukkan bahwa masalah utama di lapangan adalah ketidakjelasan status 
hukum tanah dan tumpang tindih klaim kepemilikan. Hal ini mengindikasikan 
bahwa konflik tidak semata-mata disebabkan oleh penolakan masyarakat terhadap 
proyek, tetapi lebih pada ketidakpastian hukum atas subjek dan objek hak. 

Lebih lanjut, penggunaan mekanisme konsinyasi dan menunggu putusan 
pengadilan menunjukkan bahwa ketika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, 
negara memilih jalur koersif-formal melalui hukum. Dalam perspektif hukum 
pengadaan tanah, ini memang sah menurut UU No. 2 Tahun 2012, namun secara 
sosiologis pendekatan ini memindahkan konflik dari ruang sosial ke ruang litigasi, 
yang sering kali memperpanjang proses dan meningkatkan ketegangan antara 
negara dan masyarakat. Dengan kata lain, hukum dipakai sebagai alat “pemutus” 
konflik, bukan sebagai sarana rekonsiliasi kepentingan. 

Dalam konteks Bendungan Bolango Ulu, strategi ini memperkuat faktor 
penghambat pembebasan tanah, karena sengketa kepemilikan yang dibawa ke 
pengadilan atau melalui konsinyasi membuat sebagian besar bidang tanah tidak 
dapat segera dibebaskan, sementara proyek PSN tetap dikejar target waktunya. Ini 
menciptakan ketimpangan struktural, di mana kepentingan percepatan 
pembangunan lebih diutamakan daripada penyelesaian konflik agraria secara 
partisipatif dan berkeadilan. 

Secara teoritis, kutipan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengadaan 
tanah masih berorientasi pada legal certainty, tetapi belum sepenuhnya menjamin 
social justice. Akibatnya, meskipun prosedur hukum terpenuhi, resistensi 
masyarakat tetap muncul karena mereka merasa hak dan keberlanjutan hidupnya 
tidak sungguh-sungguh dipulihkan, melainkan hanya “diganti” secara 
administratif. 
 
Penolakan terhadap Besaran Nilai Ganti Kerugian 

Faktor penghambat ketiga adalah penolakan masyarakat terhadap besaran 
nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai independen. Secara hukum, Pasal 
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9 dan Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2012 mewajibkan pemberian ganti kerugian yang 
adil dan layak melalui mekanisme musyawarah. 

Namun, menurut Muhammad Guntur: 
“Masyarakat menilai harga appraisal tidak masuk akal. Padahal nilai itu dihitung 
berdasarkan data pasar, nilai tanaman, bangunan, dan produktivitas lahan sesuai PP 
No. 19 Tahun 2021 (M. Guntur, personal communication, 2025). 
Dari perspektif masyarakat, nilai tersebut dianggap tidak mencerminkan 

nilai ekonomis dan sosial tanah. Pak Ancis, warga Desa Owata, menyatakan: 
“Kalau hanya 80.000 per meter kami tidak bisa beli tanah baru. Kami minta 170.000 
karena kebun ini sumber hidup kami” (Pak Ancis, personal communication, 2025). 
Pak Toni N. Yahya juga menyampaikan: 
“Kami menolak sampai demo, tapi akhirnya terpaksa menerima karena yang lain 
sudah menerima” (N. T. Yahya, personal communication, 2025). 
Penolakan ini berdampak langsung pada keterlambatan proyek. Beberapa bidang 

harus diselesaikan melalui mekanisme konsinyasi, yang menurut Guntur, menyebabkan 
tertundanya musyawarah, pembayaran, dan pelepasan hak (Guntur, wawancara, 2025). 

Faktor penghambat ketiga dalam pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan 
Bolango Ulu adalah penolakan masyarakat terhadap besaran nilai ganti kerugian 
yang ditetapkan oleh penilai independen. Secara normatif, mekanisme pemberian 
ganti kerugian telah dirancang untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak 
pemilik tanah. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menegaskan bahwa 
pengadaan tanah harus dilakukan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan 

kesejahteraan, sedangkan Pasal 37 mewajibkan musyawarah penetapan ganti 
kerugian antara pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah. Dalam 
kerangka ini, negara tidak hanya dituntut mengganti tanah yang diambil, tetapi 
juga memastikan bahwa pemilik tanah tidak mengalami penurunan kesejahteraan 
akibat proyek pembangunan. 

Namun, dalam praktik di Bendungan Bolango Ulu, ketentuan normatif 
tersebut berhadapan dengan perbedaan persepsi nilai antara masyarakat dan tim 
penilai. Muhammad Guntur menjelaskan bahwa nilai ganti kerugian telah dihitung 
berdasarkan pendekatan profesional sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2021, yakni 
menggunakan data pasar, nilai tanaman, nilai bangunan, serta tingkat produktivitas 
lahan. Artinya, secara administratif dan teknis, penilaian tersebut telah memenuhi 
standar hukum dan metodologi appraisal yang berlaku. Akan tetapi, masyarakat 
tidak menilai tanah semata-mata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai 
sumber penghidupan, identitas sosial, dan warisan keluarga. 

Pandangan ini tercermin jelas dari pernyataan Pak Ancis yang menilai bahwa 
harga Rp80.000 per meter persegi tidak memungkinkan dirinya membeli tanah 
pengganti yang setara, padahal kebun tersebut merupakan sumber utama nafkah. 
Di sini terlihat adanya konsep nilai pengganti yang berbeda: negara menggunakan 
nilai pasar dan produktivitas, sedangkan masyarakat menggunakan nilai 
keberlanjutan hidup (livelihood value). Bagi warga, tanah bukan hanya aset, tetapi 
juga jaminan masa depan keluarga. Oleh karena itu, meskipun secara hukum nilai 
appraisal dianggap wajar, secara sosiologis nilai tersebut dipersepsikan tidak adil. 
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Pernyataan Pak Toni N. Yahya yang akhirnya menerima ganti kerugian 
karena tekanan situasi juga menunjukkan bahwa proses persetujuan tidak 
sepenuhnya lahir dari kesepakatan yang bebas dan sukarela, melainkan dari 
kondisi keterpaksaan sosial. Hal ini menandakan bahwa musyawarah sebagaimana 
diwajibkan Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 secara formal memang dilakukan, tetapi 
secara substansial belum sepenuhnya mencerminkan asas consensus. Masyarakat 
menerima bukan karena puas, melainkan karena tidak memiliki pilihan lain ketika 
mayoritas telah menerima atau ketika proyek tetap berjalan. 

Dampak dari penolakan ini sangat signifikan terhadap pelaksanaan proyek. 
Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Guntur, beberapa bidang tanah harus 
diselesaikan melalui mekanisme konsinyasi, yaitu penitipan ganti kerugian di 
pengadilan karena tidak tercapainya kesepakatan. Konsekuensinya, tahapan 
pengadaan tanah menjadi berlapis dan lebih lama: musyawarah tertunda, 
pembayaran tidak dapat segera dilakukan, dan pelepasan hak atas tanah juga 
terhambat. Dalam konteks proyek strategis seperti bendungan, keterlambatan ini 
bukan hanya berdampak administratif, tetapi juga berimplikasi pada jadwal 
konstruksi dan biaya pembangunan. 

Dengan demikian, penolakan terhadap nilai ganti kerugian tidak dapat 
dipahami semata sebagai sikap irasional masyarakat, melainkan sebagai benturan 

antara logika hukum-teknokratis negara dan logika sosial-ekonomi masyarakat. 
Selama mekanisme appraisal tidak mampu menjembatani kedua logika ini, maka 
konflik dan keterlambatan dalam pengadaan tanah akan terus berulang, 
sebagaimana terjadi dalam proyek Bendungan Bolango Ulu. 

 
SIMPULAN  

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bolango Ulu 
di Kabupaten Bone Bolango menghadapi hambatan serius yang bersifat yuridis, 
administratif, dan sosial, terutama berupa ketidaklengkapan dokumen 
kepemilikan, keberadaan sertifikat ganda, serta penolakan masyarakat terhadap 
besaran ganti kerugian yang dinilai belum mencerminkan keadilan substantif dan 
keberlanjutan penghidupan. Ketiga faktor tersebut tidak hanya memperlambat 
tahapan pengadaan tanah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan 
konflik agraria yang menggerus legitimasi negara dalam melaksanakan proyek 
kepentingan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah tidak dapat 
diperlakukan semata sebagai prosedur teknokratis, melainkan harus dikelola 
melalui penguatan tata kelola pertanahan, peningkatan literasi hukum masyarakat, 
dan penerapan mekanisme penilaian ganti kerugian yang lebih sensitif terhadap 
dimensi sosial-ekonomi, agar tujuan pembangunan infrastruktur benar-benar 
selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak atas tanah.. 
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